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BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

bahwapengaturan tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah telah ditetapkan dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun
2020, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini
sehingga perlu dilakukan perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan
atas Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Otonom Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan
Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Darurat Nomor 10
Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);


http://kaltimprov.go.id

10.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 245), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4488);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);




MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN |

TIMUR NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 5

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
diubah sebagai berikut :

1.

2.

Ketentuan Pasal 30 dihapus.

Ketentuan Pasal 33 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah sehingga Pasal
33 berbunyi sebagai berikut :

(1)
(2)

(3)

Pasal 33
Dihapus.

Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan menggunakan

akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban
maupun ekuitas.

BLUD mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan
berpedoman pada standar akuntansi pemerintah.

Ketentuan Pasal 34 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

(2)

Pasal 34

Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan
akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) pemimpin
BLUD mengikuti kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh
perrierintah Daerah.

Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 36

Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan semesteran dan
tahunan.
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Laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan Kkinerja paling
lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir, dilakukan
reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2
diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD,
untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan
keuangan pemerintah daerah.

Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan
dari laporan keuangan BLUD tahunan.

Ketentuan Pasal 37 ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah, sehingga Pasal 37
berbunyi sebagai berikut :
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(6)

(7)

Pasal 37

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD merupakan selisih lebih
antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu)
tahun anggaran.

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu)
periode anggaran.

Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali
atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke
kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana
pengeluaran BLUD.

Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.

Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang
digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui
mekanisme APBD.

Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD dalam tahun
anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5 apabila
dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan
APBD.

Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

mencakup :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya
pada tahun anggaran berjalan; dan

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
dan masyarakat.



6.

Ketentuan Pasal 38 ayat (1), ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 38

(1) Pemanfaatan SiLPA BLUD digunakan dalam rangka peningkatan
layanan BLUD.

(2) Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mengacu pada Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Bisnis Anggaran
BLUD.

(3) Penggunaan SiLPA BLUD mengikuti mekanisme APBD.
(4) Penggunaan SiLPA BLUD dilaporkan dalam Laporan Keuangan BLUD.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 39

(1) SiLPA BLUD diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan
BLUD dan realisasi belanja BLUD serta Pembiayaan BLUD yang
bersumber dari pendapatan BLUD selama 1 (satu) periode anggaran.

(2) SiLPA BLUD dihitung secara akumulatif pada setiap akhir periode
pelaporan.

(3) Hasil Perhitungan SiLPA BLUD dituangkan dalam Laporan Keuangan
BLUD untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah.

Ketentuan Pasal 41 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 41

(1) Penggunaan SiLPA BLUD dituangkan dalam RBA dan RKA BLUD
sebagai bahan penyusunan APBD atau Perubahan APBD.

(2) RKA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD
atau Perubahan APBD.

(3) Penggunaan SiLPA dituangkan dalam alokasi belanja pada DPA BLUD,
meliputi :
a. Belanja Operasi; dan
b. Belanja Modal



Pasal Il

Peraturan Gubernur ini mulai Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi
Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 22 September 2021
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
Pada tanggal 22 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd
MUHAMMAD SABANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 38
an sesuai dengan aslinya

DAERAH PROV. KALTIM
(ABIRO HUKUM,

ANl ERAWADI
19710124 199703 1007



